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WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

o

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka
untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan
pemungutan pajak reklame, perlu meninjau dan merubah kembali
Keputusan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak
Reklame;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak
Reklame.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1858 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Momor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Menetapkan

10.

1.
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13.

14,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerntahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Pravinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Keota (Lesmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 43 Tahun 1899 tentang
Sistemn dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain—ain;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2000 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2002 WNomor 76), sebagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negen Sipil
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31),

. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kola
Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang

Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010
Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN,

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

R INED

¢

No

Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kata
Palembang.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
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Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjuinya disingkat BKP
adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan
Daerah Kota Palembang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal vang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan
lerbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BLIMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama
dan benluk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pengsiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial palitik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Waijib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terulang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
panghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Sural Seloran Pajak Daerah yang selanjulnya digingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau lelah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Umum DOaerah melalui tempat pembayaran yang dilunjuk oleh
Walikota.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumiah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjulnya disingkat SKFLN
adalah Sural Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak
sama besarnya dengan jumiah kredit pajak atau pajak lidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak danfatau sanksi adminitrasi
berupa bunga danfatau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegialan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepaluhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah danfatau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.



21. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Pajak
Daerah yang tetjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemugutan Pajak
Reklame, dipungut Pajak Reklame oleh Walikota melalui Dinas
Pendapatan Daerah.

(2) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah
ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian
administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungulan Pajak
Reklame sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap
yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Proses penyelesaian pemohonan pembayaran Pajak Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapal disesuaikan dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diteimanya permohonan yang
lengkap dan memenuhi syarat.

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permchonan yang telah
dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

(3) Permohenan yang ditolak karena lidak memenuhi persyaratan
administrasi dan atau persyaratan teknis, akan diberitahukan kepada
Pemohon secara tertulis dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 4

(1) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, diminta
penetapannya kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan
tentang Pemungutan Pajak Reklame.

(2) Setelah ditetapkan Keputusan Walikota dimaksud, Kepala Dinas
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

(3) Apabila Kepulusan Walikota tentang Pemungutan Pajak Reklame
sudah ditelapkan cleh Walikota, Pemochon membayar Pajak Reklame,
kemudian diterbitkan Petikan Ketetapan Pajak Reklame yang ditanda
tangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 5

(1) Tata cara pemungutan Pajak Reklame dar pendataan sampai dengan
penagihan sesuai dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah.

(2) Dalam hal kegiatan pendataan, Dinas Pendapatan Daerah dapat
melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh data yang
akurat dan upfodate dari Wajib Pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



BAB Il
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 6

(1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan penyelenggara
Reklame.

(2) Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan
Daearah paling lambat 30 (tiga puluh) han sebelum kegiatan usahanya
dimulai untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberikan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta Maklumat sebagai tanda untuk
diketahui umum.,

(4) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :

a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan dan sajenisnya;

b. Label/merk produk vyang melekat pada barang vyang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dar produk
sejenis lainnya;

¢. Nama pengecnal usaha atau profesi yang dipasang mclckat pada
bangunan tempal usaha atau profesi diselenggarakan sesuai
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usgha atau
profesi tersebut;

d. Dalam hal yang dipasang melekat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf ¢ adalah menyatu dengan bangunan lempat usaha
tanpa ada kontruksi lain.

e. Reklame vyang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 7

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen).

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendin, nilai scwa reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan
memperhatikan faktor jenis, bahan vyang digunakan, lokasi
penempatan, waklu, jangka wakiu penyelenggaraan, jumlah dan
ukuran media reklame.

(5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
lidak diketahuai dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Cara perhilungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

- Jenis reklame x jumiah reklame x indeks lokasi (nilai strategis) x
ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaraan reklame.

(7) Hasil perhitungan nilai sewa rekiame sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditetapkan oleh Walikota.



Pasal 8

Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 7 tercantum
dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan ini, didasarkan atas :

a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame; dan

b. Nilai strategis pemasangan reklame.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

3

(1
(2)
(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 9

Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pasal 8
huruf a Peraturan ini, tercantum dalam Lampiran | dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, ditentukan oleh
faktor-faktor sebagai berikul :

a. Biaya pembuatan atau pemasangan reklame;

b. Lamanya pemasangan reklame.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, ditetapkan secara periodik oleh Walikota Palembang.

Pasal 10

Nilai Stralegis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud
pasal 8 huruf b Peraturan ini, ditentukan oleh faktor-faktor :

a. Lokasi;

b. Luas Reklame;

c. Sudut Pandang Reklame; dan

d. Kelas Jalan;

Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara periodik oleh Walikata
Palembang.

Pasal 11

Uniuk menghitung nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana
dimaksud pasal 9 ayat (2) Peraturan ini, masing-masing faktor diberi
bobot dan score.

Bobol sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam
prosentase dan jumlah bobot dari seluruh faktor berumiah 100 %
(seralus persen).

Score ditetapkan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai
dari titik-titik fakior.

Pasal 12

Nilai strategis dihitung dari perkalian antara nilai titik dengan harga
titik.

Nilai titik dipercleh dengan menjumlah perkalian antara bobot dan
score dari seluruh faktor.

Harga titik ditetapkan dalam rupiah.

Pasal 13

Untuk menentukan nilai strategis titik-titik pada lokasi, salah satu titik
ditetapkan sebagai titik simpul.

Titik dimpul diberi nitai 100 % (seratus persen).

Nilai fitik-titik lainnya dihitung dengan membagi antara nilai fitik
tersebut dengan nilai titik simpul dikalikan 100 % (seratus persen).
Harga titik simpul diperoleh dan hasil lelang atau penelapan secara
jabatan.



(5) Nilai strategis ftitik simpul sama dengan harga itk simpul
sebagaimana dimaksud ayal (4) pasal ini.

(B) Nilai strategis titik lainnya dihitung dengan cara mengalikan antara
nilai titik-titik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dengan harga
titik-titik pada titik simpul.

Pasal 14

Penetapan tabel lokasi, luas reklame, sudut pandang, kelas jafan,
bobol dan score dari masing-masing faktor, tercantum dalam
Lampiran |l dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan ini.

Pasal 15

Penetapan nilai strategis lokasi pemasangan reklame untuk kawasan
khusus, tercantum dalam Lampiran |ll dan merupakan bagian yang
lidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BABV
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 16

(1) Waijib Pajak harus melaporkan kepada Walikota tentang perhitungan
pajak terutang dalam jangka waklu paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah akhir masa pajak dengan menggunakan SPTPD yang diisi
dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda tangani.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengambil
sendin SPTPD pada Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Wajib Pajak adalah Badan, maka SPTPD harus ditanda tangani oleh
pengurus atau Direksi dan apabila diisi orang lain selain Wajib Pajak
harus melampirkan Surat Kuaza Khusus.

(4) SPPD yang disampaikan langsung oleh Waijib Pajak kepada Dinas
Pendapatan Daerah harus diberi tanda bukli penenma oleh Petugas
Dinas Pendapatan Daerah.

(5) Kepada Dinas atas wewenangnya berhak melakukan penelitian dan
pemeriksaan terhadap kebenaran dan isian SPTPD.

BAB VI
PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 17

(1) Penetapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan isian
SPTPD yang telah diteliti.

(2) Sefiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang tidak tergantung
pada adanya SKPD.

(3) Berdasarkan SPTPD, pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan
SKPD.

Pasal 18

(1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan uniuk menetapkan
jumlah pajak terutang dari hasil Pajak Reklame dalam rangka
melaksanakan Peraluran ini.

(2) Untuk keperduan pemeriksaan Petugas Pemeriksa harus melengkapi
dengan Surat Perintah Tugas dan harus memperlihatkan kepada Wajib
Pajak yang diperiksa.



(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan atau
pencatatan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan
usaha Wajib Pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan di tempat atau
ruangan vang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan.

¢. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan
pemeriksaan Kas (cas opname].

(4) Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), maka pajak — pajak terutang ditetapkan secara taksiran atau
jabatan.

(5) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
lain serta tidak memberikaan kelerangan yang diminla, Wajib Pajak
yang terkait oleh suatu Kkewajiban untuk merahasiakannya, maka
kewajiban untuk merahasiakannya ditiadakan atas permintaan untuk
keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak
Reklame diperlukan keterangan yang benar atau bukli yang sah dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa, atas permintaan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Kepala
Dinas, pihak ketfiga tersebut harus memberikan keterangan atau bukti
yang diminta.

(2) Dalam pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait oleh
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 20

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat

usaha atau ruangan tertentu apabila :

a. Wajib Pajak lidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 pada ayat (3).

b. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak terutang, sehingga dapat
meanimbulkan kerugian pada Daerah.

BAB VII
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 21

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi
dasar bagi Waijib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
yang terutang.

Pasal 22
Saat Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, alau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



BAB Vil
PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 23

(1) Penetapan dan ketetapan pajak diperhilungkan sesuai dengan isian
SPTPD yang telah diteliti.

(2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1), diletapkan
pajak terutang dengan penerbitan SKPD.

(3) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak atau
kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) har sejak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD,

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 24

(1) Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 15
(lima belas) bulan berikuinya dari masa pajak yang {erutang dengan
menggunakan 35PD.

(2) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan dan disetor sekaligus atau

lunas.
BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK
Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan
dan penghapusan pajak kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan
Daerah atas SKPD/STPD untuk 1 (satu) masa pajak tertentu dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/STPD.

(2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membuat alasan-alasan
yang jelas serta didukung dengan bukti yang sah sekaligus
menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak.

(3) Walikota dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
diterimanya permohenan harus memberikan keputusan.

(4) Apabila permohonan yang dimohonkan oleh Waijib Pajak, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Walikota belum memberikan keputusan, maka
permohonan yang dimohonkan dianggap dikabulkan.

(5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya pajak yang terhutang.

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
menunda kewajiban membayar pajak dan tindakan penagihan,

Pasal 26

Bentuk, jenis dan isi formulir untuk penagihan pajak serla tanda bukdti
pembayaran dan penerimaan pajak, masing-masing sesuai dengan Sistem
dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah.
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BAB XI
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 27

Sistem Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, ada 2 (dua) cara :
1. Sistem Menghitung Sendin (Self Assesment System)
Yaitu Waiib Pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor sendiri
pajaknya.
2. Sistem Ketetapan (Official Assesment Sysfem)
Yaitu Ketetapan Pajak Langsung ditetapkan oleh Dinas Pendapatan
Daerah berdasarkan taksasi.

BARB Xl
PERSYARATAN
Pasal 28

Persyaratan administrasi Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, dengan melampirkan antara lain :

1. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dinas
Pendapatan Dasrah dengan jelas, benar dan lengkap.

Folo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.

Foto copy izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir.

O pwN

BAB XIII

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
Pasal 29

Mekanisme pemungutan Pajak Reklame dengan cara dibayar sendin
(Self Assesment) adalah sebagai berikut
a. Pendaftaran

1. Menyerahkan formulic pendaftaran kepada Waijib Pajak setelah
dicatat dalam Daftar Formulir Pendafiaran.

2. Menerima dan memernksa kelengkapan formulir pendaftaran yang
telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila
pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Dafiar
Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan
selanjutnya dicatat dalam Daflar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib
Pajak per-golongan serta dibuatkan Kariu NPWPD.

3. Apabila belum lengkap persyaratannya, formulir lampirannya, akan
dikembalikan kepada Wajib Pajak secara tertulis untuk
melengkapinya.

b. Pendataan

1. Menyerahkan formulir pandataan (SPTPD).

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendalaan
(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa,
apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar
SPTPD diberkan tanda dan tanggal penerimaan, apabila balum
lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk
melengkapi.

3. Mencatat data Pajak dalam kariu data dan ke dafam daftar SPTPD
Waijib Pajak Self Assesment.
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Fenetapan

i.

2

10.

1.

T

Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan
SPTPD dicatat kedalam kartu data.

Membual Nota Perhitungan Pajak atas dasar kartu data dan hasil
pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumiah
pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam
kartu data.

Apabila pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka diterbitkan
SKPDKB.

Apabila tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit
pajak, maka diterbitkan SKPDN.

Apabila terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat
ditemnukannya data baru, maka diterbitkan SKPDKEBT.

Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka
diterbitkan SKPDLB.

Setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak, selanjutnya
menyerahkan kembali Kartu Dala kepada Unit Kerja Pendapatan.
Menerbitkan Daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN
alas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas.

Surat ketetapan ditanda tangani oleh Unit Kerja Penetapan atas
nama Kepala Dinas dan Daftar Sural Ketetapan tersebut di atas
ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing —
masing disiapkan tanda terimanya.

Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, kemudian Wajib Pajak menanda tangani masing-masing
tanda terima dan mengembalikannya.

Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi
adminislrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen) dan Pokok Pajak dan jumliah pajak terutang dalam
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100 % (seratus persen) dan Pokok Pajak.

Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak alau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) han
sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima dapat memberikan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap
bulan menerbitkan STPD,

Pasal 30

(1) Untuk prosedur penyelorannya, angsuran dan penundaan

pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding,
penagihan, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
serta pengembalian kelebihan pembayaran, sama dengan prosedur
pemungutan pajak dengan cara Sistem Ketetapan (Official
Assesment).

(2) Mekanisme pemungutan Pajak Reklame berdasarkan cara

Penetapan (Official Assesment).

a. Pendaftaran

1. Mengirim formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah
dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran
Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib Pajak stau yang
diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya
lengkap dalam daftar formulir pendaftaran diberi tanda dalam
Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak pergolongan
serta dibuatkaan Kartu NPWPD.
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3. Apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap
lampirannya, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak secara
tertulis untuk melengkapi lampirannya.

b. Pendataan

1. Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib Pajak
setelah dicatat dalam daftar SPTPD.

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan
(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi
kuasa apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap
dalam daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal
penerimaan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada
Waijib Pajak untuk melengkapi.

3. Mencatat data Pajak dalam karu data yang selanjutnya
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk proses
penetapan.

c. Penetapan

1. Membuat nota perhitungan Pajak Daerah atas dasar kartu
data.

2. Menerbitkan SKFD atau SKFDT jika {erdapat tambahan objek
pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru atas
dasar nota perhitungan Pajak Daerah dan membuat daftar
SKPD/SKPDT.

3. SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja
Penetapan atas nama Kepala Dinas dan daftar SKPD atau
SKPDT ditanda tangani oleh Unit Kerja yang membidangi
penetapan dan disiapkan tanda terimanya.

4. Menyerahkan copy daftar SKPD atau SKPDT kepada Unit
Kerja yang membidangi pembukuan penerimaan, penagihan
dan program.

5. Menyerahkan SKPD atau SKPDT kepada Waijib Pajak.

6. Apabila SKPD atau SKPDT yang diterbitkan tidak atau kurang
dibayar sefelah lewat waktu paling lam 30 (tiga puluh) hari
sejak SKPD atau SKPDT diterima dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap
bulan dengan menerbitkan SPTPD.

d. Penyetoran

Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi terdiri dari :

1. Bank Sumsel yang disediakan di kantor Dispenda Kota
Palembang dengan Kode Rekening Nomor : 150-30-00001.
Penyetoran yang telah divalidasi didistribusikan kepada
Bendahara Khusus Penenma (BKP). BKP Dispenda
berlugas :

a. BKP mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah
divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan
sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan
selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum.

b. Bendahara Khusus Penerima secara periodik (bulanan)
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyeloran
vang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas.

¢. Didistribusikan ke Unit Kerja terkait sebagai laporan.
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2. Penyetoran melalui Kas Daerah pada Bank Sumsel Cabang
Palembang Jalan Kol. Atmo dengan Kode Rekening
Nomor : 150-30-00001 terdiri dari :

a. Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak disertai
dengan media surat ketetapan dan media penyetoran
SSPD dan bukti setoran Bank.

b. SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah,
maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank
diserahkan kembali ke VWajib Pajak.

¢. 2 (dua) lembar tindasan SSPD dikirim oleh Kas Daerah ke
Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapalan Daerah
yvang dilampin bukti setoran Bank.

d. Bendahara Khusus Penerima, setelah menerima media
penyetoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat dan
dijumiahkan dalam buku pembaniu penerimaan sejenis
melalui Kas Daerah dan selanjutnya dibukukan dalam Buku
Kas Umum.

e. Bendahara Khusus Penerima secara pericdik (bulanan)
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas.

f. Didistribusikan ke Unit Kerja terkait sebagai laporan.

e. Angsuran dan Penundaan Pembayaran

1. Angsuran Pembayaran

a. Menerima surat permohonan angsuran dar Wajib Pajak.

b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam
persetujuan peranjian angsuran oleh Kepala Dinas
Pendapatan Daerah.

c. Membuat surat perjanjian angsuran/penclakan angsuran
yang ditanda tangani o¢leh Kepala Dinas, dan apabila
permohonan disetujui selanjulnya dibuatkan Daftar Surat
Perjanjian Angsuran.

d. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran / Penolakan
angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian
Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkait.

2. Penundaan Pembayaran

a. Menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari
Wajib Pajak.

b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam
pemberian perselujuan penundaan pcmbayaran oleh
Kepala Dinas.

c. Membuat surat persetujuan penundaan pembayaran /
penolakan penundaan pembayaran yang ditanda tangani
oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan
daftar persetujuan penundaan.

d. Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran
kepada Wajib Pajak dan daftar perselujuan penundaan
kepada unit-unit lain yang terkait.

f. Pembukuan dan Penetapan
1. Pembukuan dan Penetapan
a. Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom penetapan
yang tersedia atas dasar SPTPD Wajib Pajak Self
Assesment, daftar SKPD, daftar SKPDT, daftar SKPDN,
daftar SKPDLB dan daftar STPD.
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b. Mencatat kedalam buku Wajib Pajak sesuai NPWPD dari
Wajib Pajak masing — masing pada kolom penetapan yang
tersedia atas dasar SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SKPDLB, dan STPD.

¢. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah tercatat dengan
memben nomor urut file.

2. Pembukuan Penerimaan

a. Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom penetapan
yang lersedia atas dasar buku penerimaan sejenis dan
daftar bukti pemidahbukuan.

b. Mencatat kedalam buku Waijib Pajak sesuai dengan NPWP
dari Wajib Pajak pada kolom penyetoran yang tersedia atas
dasar validasi dari SSPD dan buktli pemindahbukuan.

¢. Mengarsipkan atau menyimpan seluruh dokumen yang
telah dicatal dengan membern nomor unul file.

3. Pelaporan
a. Membuat laporan realisasi penenimaan Pajak Daerah atas
dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan
perjenis pajak dan daftar tunggakan Waijib Pajak.
b. Membuat laporan realisasi setoran masa (Sistem Self
Assesment).

g. Keberatan dan Banding
1. Penyelesaian Keberatan

a. Menerima surat permohonan keberatan dari Wajib Pajak.

b. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak,
diteliti dan diperiksa kembali, dibuat laporan hasil
penelitian.

¢. Laporan ke Kas Daerah untuk diteliti dan diperlimbangkan
apakah permohonan keberatan dapal diterima atau tidak.

d. Menyampaikan berkas kebaratan Wajib Pajak disertai
Perlimbangan Kepala Dinas kepada Walikota untuk
pembuatan Keputusan, baik penerimaan atau penclakan
ternadap keberatan yang diadukan oleh Wajb Pajak
tersebut.

e. Pembuatan Surat Kepulusan yang ditanda tangani oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berupa menerima
seluruhnya atau sebagaian, menolak alau menambah
pajak terutang.

2. Banding
Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa tidak
puas atas Surat Keputusan Walikota mengenai keberatan
yang diajukan, maka Waijib Pajak yang bersangkutan masih
mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding
kepada Badan Penyelesaian Sengkela Pajak (BPSP) sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

h. Penagihan

1. Penagihan dengan Surat Teguran
a. Membuat Daftar Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari
setelah batas wakiu jatuh tempo pembayaran.
b. Menerbilkan Surat Teguran.
c. Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada Wajib
Pajak yang bersangkutan.
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2. Penagihan dengan Surat Paksa
a. Membuat daftar Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang
setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) han setelah
tanggal Surat Teguran belum menyetorkan pajak terutang.
b. Menerbitkan Surat Paksa dari daftar Surat Paksa.
c. Mengirimkan/menyerahkan Surat paksa kepada Wajib
Pajak yang bersangkutan melalui Juru Sita Pajak.

3. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan :

a. Membuat daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya
2 x 24 jam (dua han) setelah tanggal Surat Paksa.

b. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

¢. Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita dengan menyegel
barang-barang milik Wajib Paiak yang boleh disita menurnut
perundang-undangan yang dirinci pada Berita Acara
Pelaksanaan Sila.

4 Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang

a. Membuat daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang
untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya
gampai dengan berakhirnya batas wakiu 14 (empat belag)
hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan.

b. Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang diselujui
oleh Kepala Dinas dan penmintaan penegasan Kepada
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

c. Menyiapkan berkas penyitaan Wajib Pajek yang
bersangkutan dan pengumuman lelang.

d. Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam
yang telah ditenfukan.

5. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang
a. Membuat daftar Suratl Pencabutan Penyitaan untuk Wajib
Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah
penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sampai
dengan sebelum pengumuman ielang.
b. Penerbitan Surat Pencabutan Penyitaan.
c. Pelaksanaan pencabutan penyitaan dengan pembuatan
Berita Acara Pencabutan Penyitaan.

d. Membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitaan.

e. Monitoring penyetoran Wajib Pajak seperti butir 1 di atas
untuk mengetahui Waijib Pajak yang telah melunasi hutang
pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan
sebelum palaksanaan lelang.

Pembuatan daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang.
g. Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman lelang.
h. Mengirim/menyerahkan Surat Pencabutan Pengumuman

Lelang oleh Juru Sita Pajak.

6. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Seketika dan

Sekaligus :

a. Membuat daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus (SPPS dan S) unluk Wajib Pajak yang belum
menyetor.

b. Menerbitkan Surat Perintah Penagihan Sekelika dan
Sekaligus (SPPS dan S) dari Daftar Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus.

="
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i. Kegiatan pembentulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi :

a. Menerima surat permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan keletapan, dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi dar Wajib Pajak.

b. Meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi Wajib Pajak, setelah dilakukan penelitian
dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, dibuat laporan hasil
penelitian.

c. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas
atas permechonan Wajib Pajak, berupa Surat Keputusan
Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Kepulusan
Pembetulan apabila permohonan diterima.

d. Membuat Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala
Dinas atas permohonan Waijib Pajak, berupa Surat Keputusan
Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Kepulusan
Pembetulan apabila permohonan diterima.

e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak dengan

lembusan kepada Unit Kerja Penetapan dan Unit Kerja
Pembukuan dan Felap{:ran Dinas F'endapatan Daerah.

j. Pengembalian Kelebihan Pembayaran :

a. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat
laporan pemeriksaan ditanda tangani oleh Petugas dan Wajib
Pajak.

b. Mencatat ke karlu data, selanjulnya diserahkan kepada Unit
Kerja perhitungan untuk dilakukan perhilungan penetapan
kelebihan pembayaran pajak.

c. Memperhitungkan dengan utangftunggakan pajak yang lain.
Apakah punya utang atau tidak, kemudian dibual Nota
Perhitungan.

d. Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain temyata
kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama dengan
utang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak menerima
bukti pemindahbukuan, sebagai bukti pembayaran
kompensasi dengan pajak terulang dimaksud, karenanya
SKPDLB tidak diterbitkan.

e. Apabila utang pajak setelah diperhitungkan/dikompensasikan
dengan kelebihan pembayaran pajak temyata lebh, maka
Wajib Pajak akan menerima bukti pemindahbukuan san
sebagai bukli pembayarankompensasi dan SKPDLB harus
diterbitkan.

f. Setelah menerima SKPDLB dar Unit Kera Penetapan
diproses untuk diterbitkan SPMKPD dan ditanda tangani oleh
Walikota.

g. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak
sesual SPMKPD dengan menerbitkan SPMU.

(3) Mekanisme dan Prosedur Tetap pemungutan Pajak Reklame
adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan
Peraturan ini.
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BAB Xiv
PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota
Palembang Nemor 7 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Mekanisme dan
Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan
tidak beriaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini, dengan penempalannya dalam
Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Feeruari 2011

WALIKOTA PALEMBANG,

ROTA PALEMEANT

Q_—-—:;—-—_
T heamrin, bl

ST Ta T KOTA PALEREBANG
TARUN 1L HOMOR 1%



LAMPIRAN | PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 412 TAHUNZ2011

TANGGAL : 16 - = - 2011
TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

JENIS REKLAME F?:;:;LI:JE:IA:ETCL:::E LOKASI DAN NILAI STRATEGIS TARIF PAJAK KETERANGAN
(n?) (M) (25 9%)
Z E| ) 5 1L

REKLAME MEGATRON Rp 1,000,000 |1, Kawason khusus (6,1) Ap 1,525,000 [Pinitung per bulan, |lka kurang darl
2, Pertokaan / Sentral Bisnis (5,7) Rp 1,425,000 :‘L‘I';:“'*“ maka dihitung satu
3. Kawasan Campuran {5,5] Rp 1,375,000
4, Kelos Jalan A (5.2) fp 1,300,000
E, Kelas Jalan B(S,0) Ap 1,250,000
E. Kelas Jalan C[4,9) Rp 1,225,000

REKLAME MULTI VISION

2-4 Penanyangan Rp 400,000 |1, Kawasan khusus (6,1) Rp 610,000 |Dihitung per tahun, jika kurang dari
2. Pertoknan / Sentral Bisnis (5,7) Ap 570,000 ::::.;ﬂhm maks dihitung sstu
3. Kawasan Campuran (5,5) Ap 550,000
4, Kelas Jalon A {5,2] Ap 520,000
5. Kelas Jnlan B [5,0) Ap 500,000
€. Kelas Jalan € {4,9) fip 450,000

5-8 Penanyangan Rp 500,000 |1, Kawasan khusus (6,1] Hp 762,500
2. Pertodoan / Sentral Blanis (5,7) Ap 712,500
3. Kawpsan Campuran {5,5) Ap 637,500
d. Kelas Jolan A [5,2) Ap 650,000
5. Kelas falan B{5,0) Ap 625,000
6. Kelas Jalan C {4,9) Ap 612.500




NILAl JUAL DAN BIAYA

KETERANGAN

NO JENIS REKLAME PEMASANGAN REKLAME LOKAS! DAN NILAI STRATEGIS TARIF PAJAK
(m) (n’) (25 %)
T . T ) 5 5
Lebih dari 8 Penanyangan Rp 600,000 |1, Kawasan khusus (6,1) Rp 915,000
2. Partokoan / Sentral Blsnls [5.7) Hp a55,000
3. Kawasan Campuran (5,5) Rp 425,000
4. Kelas Jalon A (5.2) fip 780,000
&, KelasJalan B15,0) Ap 750,000
&. Kelas Jalon € (4,9) Ap 735,000
3. |REKLAME PAPAN (BILLBOARD) Ap 175,000 |1, Kawasan Khusus (6,1) Ap 266,875 |Dlhitung per tahun, [lks kurang dari
(Papan Merk, Tlang Pancang, 2. Pertokoan / Sentral Blsnls (5,7) Ap 249,375 ::::'J:"::c::I‘l“::;':"r‘!i'r:;?:dak
Panel, Baliho, Meon Box, Neon Sign, 3, Kawasan Campuran (5,5) Rp 240,625 permanen dihitung perbulon
Huruf Timbul, Tin Plat, Branding, 4. Kelas Jatan A (5,2) Ap 227,500 | kurang darl satu bulan dihitung
Rembong, Superdesk, Glant Blllboard 5. Kelas Jalan B {5,0) Ap 318,750 |parbulan.
Reklame Apung (Kendaraan Alr) €. Kelas Jalan € [4,9) Ap 214,375
yang diam ditampat
4. |REKLAME KAIN ( INSEDENTIL)
* Cover Balho, Spnaduk, Umbul-umbul, Rp 3.000 |1, Kawasan khusus (6,2 Rp 4,575 |Pifitung perminggu, iike kurang
Layar Toko [Sun Screen), Tenda, 3. Pertokosn / Sentral Bisnis (5,7) Rp 4,275 darl satu minggu maka dihitung
V Bannar, T Banner dil satu minggy,
3, Kawasan Campuran [5,5) Rp 4,125
4, Kelas Jalan A 15,2 Rp 3,800
5. Kalas lalan B {5,0) Rp 3,750
6. Kelas jalan C {4,9) Rp 3,675
* FLAG CHAIN Rp 1,500 Kws, Campuran (5,5) Rp 2.062.50 | Pihitung Ferhari
* Selebaran (Leaflet)
- Berwana Ap 1,200 Kws. Campuran (5,5) Rp 1,650 |Dihitung Perharl
- Tidak Berwarna Rp 700 Kws. Campuran (5,5) Rp ag2.50 (Dihitung Perhari
* Sticker / Poster fAp 1,250 Kws. Campuran (5.5) Rp 1,718.75 |Pinltung Perhari




NILAI JUAL DAN BIAYA
LOKASI DAN NILAI STRATEGIS TARIF PAJAK KETERANGAN
"o RN PEMASANGAN REKLAME
() (') (25 %)
4 F 4 q ] [
% |REKLAME BERJALAN/REKLAME APUNG b e -
RP 1.000,-/harl Kws, Carnpuran (5.5 Rp 5ol 875 tung pertahun Jka kurang dar)
[ MOBIL / MOTOR/KENDARAAN ALK ) ws, Campuran (55} st il ke
tahun
6. |REKLAME BALON UDARA Ro 3,000 Kws. Campuran {5,5 Rp 4,125 |Pihitung Perharl
7. |REKLAME PERAGAAN Rp 2,000 Kws. Campuran (5,5) fip 2,750 |Dihitung perminggu, Jika kurang
L satu minggu maka dihitung satu
minggy.
w
H.EDDY SANTANA PUTRA

Dilundsnglan dl palsmbang
Padawngps! 16 - 2- 2014

SEKRMETARIE DAERAH
KOTA PALEMBANG

——

ri, W

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 2L

NOMCR 13




LAMPIRAN Il PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR : 1% TAHUN 2011

TANGGAL le- 2- 2011

TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DAFTAR BOBOT BERDASARKAN LOKAS), LUAS REKLAME, SUDUT PANDANG DAN KELAS JALAN

NO LOKAS! LUAS REXLAME SUDUT PADANG KELAS JALAN

BOBOT 40% 15% 0% 15%
LOKAS| NILAI NILAJ NILA] NiLAY

1, KAWASAN KHUSUS 10 4.725 P 5.75

FERTOKOAN /

& SENTRAL BISNIS 9 42 2 15

3, KAWASAN CAMPURAN| g5 4.25 2 5.75

g, KELAS JALAN A 7.75 4.25 2 5.75

5. KELAS JALAN B 7.25 4.25% 2 575

6 KELAS JALAN C 7 475 2 575

Diundangkan & palembang

Pada tanggal 16~

ALIKOTA PALEMBANG,

EDDY SANTANA PUTRA
2- 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALENBALG

M Hirnl T

.--—'—'_"'_Ir-

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUNZ011  MomoR 19




LAMPIRAN Il PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 16 -2 - 2011
TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

JENIS - JENIS KAWASAN KHUSUS

1. SIMPANG LIMA EAPT. A. RIVAIL SIMPANG CHARITAS, SIMPANG POLDA, SIMPANG T) API-API,
SIMPANG PATAL, SIMPANG JAKABARING.

2. PUSAT PERBELANIAAN f MALL SEPERTI PTC MALL, PALEMBANG SQUARE, PALEMBANG INDAH
MALL, KOMP. [BP, INTERNASIONAL PLAZA, DSB,

3. JEMBATAN AMPERA, SEPUTARAN BUNDARAN AIR MANCUR, BKB, IL. JEND. SUDIRMAN
4, SEMUA REKLAME DI MEDIAN JALAN

5. TERMIMAL ALANG-ALANG LEBAR, TERMIMAL KARYA JAYA, STASIUN KERTAPATI, DAN
BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN (I

WALIKOTA PALEMBANG,

Divoa- agiosn o pokembang
Padzrriggel L6 - 2- g
CEWRETARYS DAERAM
HOTA PALEMBANG

e

EBERITA DAERAJ KOTA FALEMAANG
TAHUN 201 womor 18



LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR : 1R TAHUN 2011

TANGGAL : 1k FERRUAR) 2011
TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SKEMA ALUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PENDAFTARAN, PENDATAAN PENYETOQRAN — ANGSURAN DAN PERMOHONAN
PEMUNDAAN PEMBAY ARAN

DAN PENETAPAN

h

PEMBUKUAN

AN PELAPORAN

WAJIB PAJAK

KEBERATAN DAN BANDING

: PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENAGIHAN
PENGAMBILAN < DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN ¢ :
KELEBIHAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRASI

WALIKOTA PALEMBANG,

Diun By off goed e -
de::r:nm [ ‘:fw:uq: H. EDDY SANTANA PUTRA
SEKAET JAERAN
KOTA L e 3
r-'"'"{—F
T M h
Gt WERAH KOTA PALEMBANG

TAHUNIO1L  HOMOR 14



